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Menimbang

Mengingat

KEPUTUS${ KONflSI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR : 52lKpts/KPU-Kab-012.329512/2015

TENTANG

PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2OI5

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI,

:a

:l

bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 74 Ayat ( 9 ) Undang-

Undang Nomor I Tahun 2015 tentang Penetapan Perahran Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor I Tahun 2014

tentang Pemilihan Gubemur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-

Undang s€bagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8

Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang'Undang Nomor I Tahun

2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,

Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta

Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati'

Walikota dan Wakil Walikota;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a

dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Wonogiri tentang Pembatasan pengeluaran Dana Kampanye

dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 20 I 5 '

Undang-Undang Nomor l0 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi

Djawa Tengah ( Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 );

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (kmbaran

Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana diubah denean

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 20ll Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 51 89);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
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Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahm 2011 Nomor 101,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagairnana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 5679);

Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2014 tentang

Pemilihan Gubemur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (

Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 2015 Nomor 23 Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5656 ) , sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor I Tahun 2015 tentang Penetapan Peratuan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2014 tentang

Pemilihan Gubemur, Bupati dan Walikota menjadi Undang'

Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678 );

Peraturan Pernerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5272 );

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang

Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur,

Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun

2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubemur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata

Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kot4 sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

0l Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umurn

Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota;
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11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan

Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Selaetariat

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang

Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun

2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral

Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang

Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubemur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil

Walikota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata

Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan

Umum/Komisi lndependen Pemilihan Kabupaten/Kota" Pembentukan

dan tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suar4

dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan

Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati serta

Walikota dan Wakil Walikota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang

Kampanye Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil

Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana

Kampanye Peserta Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur, Bupati dan

Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Peraturan Bupati Wonogiri Nomor : 43 Tahun 2014 tentang Standarisasi

Indeks Belanja Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2015;

Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Wonogiri dan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 900/3684 dan

Nomor 095/KPU -Kab-012.329512N l20l 5;

Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 191 Tahun 2015 tentang Standar

Perhitungan Honorarium danJatau Lembur serta Standar Perhitungan

Kebutuhan Barang/Jasa bagi Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Wonogiri Tahun 2015;

19 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor

30/Kpts/KPU-Kab-012.329512120t5 tentang Pedoman Teknis

Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati

Wonogiri Tahun 2015;
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20 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri 3llKptVKPU-

Kab-012.329512/2015 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana

Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun

2015

Surat Komisi Pemilihan Umum tanggal 2l Agustus 2015 Nomor

498|KPU NllV2015 perihal Penetapan Pembatasan Dana Kampanye ;

Berita Acara Hasil Rapat Koordinasi tanggal 24 Agustus 2015 tentang

Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Wonogiri Tahun 2015, antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Petugas yang

ditunjuk oleh Pasangan Calon untuk mendapatkan masukan;

Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri

tznggal25 Agustus 2015

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI

TENTANG PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2OI5

Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Wonogiri Tahun 2015 sebesar 13.152.750'000,- ( Tigabelas milyar

seratus lima puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah ) untuk jenis

Metode KamPamYe :

a. Rapat Umum

b. Pertemuan Terbatas

c. Pertemuan TataP Muka dan Dialog

d. Pembuatan Bahan KamPanYe

e. JasaManagemen/Konsultan

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan'

Ditetapkan di Wonogiri

Pada tanggal 25 Agustus 2015

KETUA

Memperhatikan : 1

Menetapkan

KESATU

KEDUA

UMUM
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KEPUTUS$I KOIUISI PEMILIHAN UMI,]M
KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR : 52lKpts/KPU-Kab'012.32951212015

TENTANG

PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

PEMILIHAN BI.]PATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHI.JN 2OI5

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI,

Menimbang : a

Mengingat : I

bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 74 Ayat ( 9 ) Undang-

Undang Nomor I Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014

tentang Pemilihan Gubemur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-

Undang sebagairnana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8

Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor I Tahun

2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor I Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubemur'

Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Komisi

PemilihanUmumNomor8Tahrm2015tentangDanaKampanyePeserta

PemilihanGubernurdanwakilGubemur,BupatidarrWakilBupati'
Walikota dan Wakil Walikota;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a

dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Wonogiri tentang Pembatasan pengeluaran Dana Kampanye

dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015'

Undang-Undang Nomor l0 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi

Djawa Tengah ( Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 );

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah'

daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (kmbaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2' Tambahan Lembaran

Negara Republik lndonesia Nomor 4801) sebagaimana diubah dengan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang'

Undang Nomor 2 Tahm 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara

Republik lndonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 5 189);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61'

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
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Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor l0l,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5246);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara

Republik lndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 5679);

Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2014 tentang

Pemilihan Gubemur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (

Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 2015 Nomor 23 Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656 ) , sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2014 tentang

Pemilihan Gubemur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-

Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahrm 2015 Nomor 57,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678 );

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (

Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272 );

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 214 Tahun 2015 tentang

Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur'

Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun

2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubemur dan Wakil

Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata

Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan

Komisi Pemilihan Umum KabupatenA(ota, sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum'

Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/I(ota;
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I I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan

Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/I(ota sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang

Perubahan Atas Pemturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun

2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral

Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang

Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubemur dan

Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati' dan/atau Walikota dan Wakil

Walikota;

13 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata

Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan

Umun/Komisi lndependen Pemilihan Kabupaten/I(ot4 Pembentukan

dan tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan' Panitia Pemungutan Suar4

dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan

PemilihanGubemurdanWakilGubemur,BupatidanWakilBupatiserta

Walikota dan Wakil Walikota;

14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang

Kampanye Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubernur' Bupati dan Wakil

Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana

Kampanye Peserta Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur' Bupati dan

Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota'

16 Peraturan Bupati Wonogiri Nomor : 43 Tahun 2014 tentang Standarisasi

Indeks Belanja Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2015;

17 Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Wonogiri dan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 900/3684 dan

Nomor 095/KPU -Kab -O 12'329 5 12 N I 20 | 5 ;

18 Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 191 Tahun 2015 tentang Standar

Perhitungan Honorarium dan/atau Lembur serta Standar Perhitungan

Kebutuhan Barang/Jasa bagi Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil

BuPati Wonogiri Tahun 2015;

19 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor

30AQts/KPU-Ikb -012'32951212015 tentang Pedoman Teknis

Pelaksanaan Kampanye Pemitihan Umum Bupati dan Wakil Bupati

Wonogiri Tahun 2015;
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20 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri 3llKptVKPU-

Kab-012.32951212015 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana

Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun

20t5

Surat Komisi Pemilihan Umum tanggal 2l Agustus 2015 Nomor

498/Y..PU NllV20l5 perihal Penetapan Pembatasan Dana Kampanye ;

Berita Acara Hasil Rapat Koordinasi tarygal 24 Agustus 2015 tentang

Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Wonogiri Tahun 2015, antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Petugas yang

ditunjuk oleh Pasangan Calon untuk mendapatkan masukan;

Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri

tanggal25 Agustus 2015

MEMUTUSI(AN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI

TENTANG PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2OI5

Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Wonogiri Tahun 2015 sebesar 13.152.750.000'- ( Tigabelas milyar

seratus lima puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah ) unhrk jenis

Metode Kampamye :

a RapatUmum

b. Pertemuan Terbatas

c. Pertemuan Tatap Muka dan Dialog

d. Pembuatan Bahan KamPanYe

e. JasaManagemen/Konsultan

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri

Pada tanggal 25 Agustus 2015

KETUA KOMISI PEMILHAN UMIJM
KABUPATEN WONOGIRI

Memperhatikan : I

Menetapkan

KESATU

KEDUA

--7=--
MATNAWIR

/
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